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Menimbang

CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d
dan huruf k Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah berwenang
untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut
belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta
menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa
serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan
simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
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Mengingat

1.

1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan
Keuangan Negara untuk Penangangan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020
tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penangangan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan  Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, ketentuan mengenai pelaksanaan
kegiatan dan anggaran atas tindakan yang berakibat
pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan
belanja negara yang anggaran untuk membiayai
pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup
tersedia, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
tersendiri;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik



Menetapkan
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020
tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional, dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 382);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME
PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA ATAS BEBAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DALAM
PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 20109.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.
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Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya
disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran
yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran
dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai
pelaksanaan APBN.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh
kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk
melaksanakan sebagian fungsi BUN.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari
pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran
pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.
Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan
pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan
dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan
pengeluaran atas beban APBN.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut
Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan
langsung kepada penyedia barang/jasa, bendahara
pengeluaran, dan/atau penerima hak lainnya atas dasar
perjanjian/kontrak, surat keputusan, surat tugas atau
surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat
perintah membayar langsung.

Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah
uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan
kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai
kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau
membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan
tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
Pembayaran LS.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
TUP adalah wuvang muka yang diberikan kepada

bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat
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mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang
telah ditetapkan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa
yang selanjutnya disingkat SPKPBJ adalah pernyataan
yang diterbitkan/dibuat oleh penyedia barang/jasa yang
memuat jaminan atau pernyataan kesanggupan untuk
mengembalikan kepada negara apabila penyedia
barang/jasa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
diatur dalam kontrak/perjanjian/bentuk perikatan
lainnya.

Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
unit organisasi lini kementerian negara/lembaga atau
unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan
kegiatan kementerian negara/lembaga dan memiliki

kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai mekanisme
pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19).
Alokasi dana untuk penanganan pandemi COVID-19
dialokasikan dalam DIPA kementerian negara/lembaga.
Dalam memudahkan perencanaan kegiatan, koordinasi
pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi kinerja
penanganan  pandemi COVID-19, alokasi  dana
penanganan pandemi COVID-19 dikelompokkan dalam
klasifikasi akun khusus COVID-19.
Peraturan Menteri ini berlaku dalam masa penanganan

pandemi COVID-109.



